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Tarik Aset Dikuasai Mantan Pejabat
i ) i (OPD).
Penr'tah Bupatl Perintah tersebutlangsung
Rosjonsyah

Dalam SE yang ditandatan-
gani lan‘g ung oleh Bupati,
dituangkan bupati melalui i
Surat edaran (SE) nomor
032/1908/BKD/X1/2018
perihal instruksi penarikan
barang milik daerah. Penari-
kan aset sendiri merupakan
tindak lanjut dari hasil rapat
koordinasi dan audensi
Program Pencegahan Ko-
rupsi dengan tim Seuper-

LEBONG, BE - Bupati Leb-
ong H Rosjonsyah Sip Msi
perintahkan untuk menarik
seluruh kendaraan dinas dan
barang milik Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Lebong
yang masih dikuasai mantan

pejabatatau instansi yang se-
lama ini pinajam pakai yang
tidak ada hubungannya den-
gan tugas pokok dan fungsi
Oragnisasi Perangkat Daerah

visi Komisi PEmberantasan
Korupsi Republik Indonesia
(KPKRI), beberapa hariyang
lalu di Rumah Dinas Bupati
Lebong.

lain

Terakhir Kendaraan dinas

dan barang milik daerah
yang sudah ditarik langsung
dikandangkan di halaman
secretariat daerah Pemkab
Lebong.

Dimana dari data yang di-
dapat, aset bergerak yaitu
kendaraan dinas yang saat
ini berstatus pinjam pakai di
instansi vertikal, organisasi
masyarakat (Ormas) dan
mantan pejabat sebanyak 23

unit yang terdiri dari 18 unit

kendaraan roda empat atau
mobil dan 5 unit kendaraan
roda dua atau motor.

Bupati Lebong H Rosjon-
syah Sip MSi melalui Penja-
bat Sekretaris Daerah (Sek-
da) Lebong Drs Dalmuji
Suranto, mengatakan bah-
wa untuk penertiban aset
sendiri telah diserahkan
kepada tim yang telah di-
tunjuk. Dengan melakukan
pengkajian, pengecekan
dan pencocokan aset-aset

yang saat ini digunakan
sesuai dengan peruntu-
‘kannya. “Nanti aset yang

diluar ketentuanya atau
masih dipakai mantan

pejabat atau tidak sesuai

dengan peruntuaknya
ditarik,” jelasnya, kem
(22/11).

ertiban terhadap aset
daerah baik itu aset

diprioritaskan untuk dil
kan penyitaan. “Sesuai den-
gan arahan dari KPK untuk
menarik yang diprioritagkan
untuk ditarik, sehingga ki

yang tidak

gannya dengan
dan fungsi OPD.

memfokuskan untuk men-
data sesuai arahan KPK,”
tuturnya.

Barulah nanti, setelah
aset yang diprioritaskan
semuanya telah disita, akan
mengembang ke aset-aset
yang bukan prioritas untuk
disita, seperti kendaraan
yang saat ini berada di eks
Padang Bano yang diketahui
masih ada aset milik Leb-
ong. “Semuanya kita data
dan semuanya harus secara
prosedural dalam melaku-
kan penyitaan aset tersebut,’
tutupnya.(614)



